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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

dan Kota di Provinsi NTT. Hal ini disebabkan karena sebagian besar 

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT kurang menggali 

sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah. 

2. Variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini 

dikarenakan kebutuhan untuk menjalankan program pemerintah yaitu 

Belanja Daerah setiap tahunnya terus meningkat, sehingga pemerintah 

memerlukan dana perimbangan untuk menutupi defisit anggaran, atau 

dengan kata lain sebagian besar Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota 

di Provinsi NTT belum mandiri. 

3. Variabel Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak secara parsial 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini 

disebabkan sangat kecilnya Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang 

diperoleh pemerintah daerah sehingga kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak 

dan Bukan Pajak dalam anggaran Belanja Daerah juga kecil. 
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4. Secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini 

disebabkan karena pendapatan daerah yang diperoleh baik yang berasal 

dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan ditujukan untuk 

mendanai seluruh pengeluaran daerah khususnya kebutuhan dalam 

meningkatkan pembangunan daerah yang dapat mensejahterakan 

masyarakat daerah. 

6.2 Saran 

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat diajukan saran penelitian sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh Dana 

Perimbangan yaitu DAU dan DAK signifikan terhadap Belanja Daerah 

dibandingkan PAD yang tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

membuktikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah pada Kabupaten 

dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada 

pemerintah pusat, saran dari saya tingkatkan Pendapatan Asli Daerah agar 

pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur tidak selalu bergantung pada dana yang berasal dari pemerintah 

pusat. 

2. Untuk meningkatkan alokasi Belanja Daerah maka pemerintah daerah 

diharapkan terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. 

Sebaiknya perencanaannya lebih ditingkatkan agar jumlah Belanja Daerah 

pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara 
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Timur tidak melebihi pendapatan yang diterima. 

3. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang diperoleh 

dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan untuk membangun 

infrastruktur publik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. 

4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan 

untuk melakukan penelitian berikutnya dengan menambah variabel lain 

seperti Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 
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